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Abstrak 
BNI pernah menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia meskipun belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal tersebut belum ada. BNI menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan kesepakatan dengan debitur dan kesukarelaan debitur untuk menempatkan hak atas mereknya sebagai salah satu jaminan. Penelitian ini menganalisis konsep hukum penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia, serta akibat hukum jika dilakukan eksekusi pada hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap merek sebelum ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia. Hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud dan mempunyai nilai. Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat merek dan telah didaftarkan sebagai objek jaminan tambahan fidusia. Eksekusi hak atas merek untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur perlu diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan bersamaan dengan objek pokok jaminan fidusia.

Kata kunci: Hak atas merek, Jaminan Fidusia, Eksekusi.

Abstract.
BNI has received trademark rights as objects of additional fiduciary guarantees, although there is no positive law that regulates this matter. In contrast to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which has regulated that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee, in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications this does not yet exist. BNI places the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees based on an agreement with the debtor and the debtor's voluntary position to place the trademark rights as one of the guarantees. This research analyzes the legal concept of placing trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees, as well as the legal consequences if the trademark rights are executed. This research uses a legal research method using a statutory and conceptual approach which is analyzed by prescription by placing legal issues as the object of research. The results of the research indicate that the placement of the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees is based on the agreement of the parties in the agreement based on the principle of freedom of contract and pacta sunt servanda, by first conducting an assessment of the trademark before being placed as an object of fiduciary guarantee. The trademark rights can be used as an object of additional fiduciary guarantee because it is an intangible movable object and has economic value. The execution of the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantee can be carried out if there is a trademark certificate and it has been registered as an object of additional fiduciary guarantee. The execution of the trademark rights for the fulfillment of the debtor's obligations to the creditor needs to be submitted to the court to be decided together with the main object of the fiduciary guarantee.
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PENDAHULUAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha pasti membutuhkan dana untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan, pemerataan serta stabilitas perekonomian sesuai yang tercantum dalam trilogi pembangunan (Pramandari 2014). Tambahan dana yang dibutuhkan pelaku usaha dapat didapatkan dengan cara pemanfaatan fasilitas kredit pada Bank. 

Pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha baik orang perseorangan ataupun badan usaha. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:


“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.


Pengertian kredit dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan bahwa:


“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 


Pemberian fasilitas kredit yang oleh lembaga keuangan bank umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atas pemberian fasilitas kredit oleh bank tersebut dapat diwujudkan apabila terdapat pemberian jaminan oleh pihak debitur (Basan 2002). Jaminan yang diberikan oleh debitur diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta menjadi bukti atas kesanggupan debitur untuk membayarkan kembali kredit yang sebelumnya telah diberikan oleh bank selama jangka waktu yang disepakati. Kewajiban atas adanya jaminan yang diperlukan oleh bank diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa:


“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 


Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan menjelaskan bahwa jaminan yang diperlukan dalam pemberian kredit oleh Bank tersebut diperlukan sebagai itikad baik dan kemampuan debutur dalam melunasi utangnya dikemudian hari. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit yaitu bahwa “Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. Jaminan adalah instrumen untuk pemenuhan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan lahir karena telah adanya suatu perikatan hukum (Kamello 2006). Konsep hukum jaminan menurut Salim HS bahwa:

“Konsep hukum jaminan yaitu seluruh peraturan hukum tentang keterkaitan antara pemberi jaminan serta penerima jaminan dan terkait pembebanan jaminan sebagai syarat pemberian fasilitas kredit. Konsep hukum jaminan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya serta perlunya objek jaminan sebagai perjanjian ikutan yang lahir setelah adanya perjanjian kredit tersebut (HS 2004)”.


Saat ini Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI ternyata tidak lagi hanya digunakan untuk instrumen perlindungan saja, namun juga dapat digunakan sebagai objek jaminan untuk pemberian kredit oleh bank agar pelaku usaha mendapatkan tambahan modal dalam rangka memajukan usahanya (Hikmia 2019). Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha yaitu pada saat keuangan mereka dirasa belum mencukupi untuk pengembangan usahanya, maka pelaku usaha memilih fasilitas pemberian kredit oleh Bank (Rahmatullah 2015). 

HKI secara umum berkaitan dengan perlindungan untuk perwujudan dari gagasan ide maupun informasi yang bernilai secara komersial (Lindsey 2011). Jenis HKI di Indonesia antara lain yaitu hak cipta serta hak kekayaan industri seperti paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman (Kusumaningtyas 2016). Jadi HKI adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum terkait hasil karya yang lahir dari kreativitas manusia atau yang biasa diistilahkan dengan kekayaan intelektual dan merupakan suatu hak untuk menikmati kekayaan intelektual tersebut secara ekonomis (Sudaryat 2010).



“Perkembangan yang terjadi pada masyarakat secara global menempatkan HKI sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank. Pertemuan yang dilangsungkan pada tahun 2006 bagian ke-39 oleh United Nations Commision on Intellectual Trade Law, mencetuskan bahwa HKI seperti paten, hak cipta dan merek dapat dijadikan sumber fasilitas kredit oleh perbankan (Mulyani 2012)”. 
Pada praktiknya, Sri Mulyani melakukan sebuah penelitian di PT. BNI (Persero) bahwa Bank BNI bersedia menerima hak atas merek untuk menjadi objek jaminan tambahan fidusia. Penerimaan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan atas pemberian kredit oleh Bank BNI dituangkan dalam perjanjian kredit yang tentunya harus didahului oleh kreditur dan debitur yang telah sepakat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata. 


“BNI menerima merek “X” sebagai objek jaminan didasarkan atas beberapa alasan yaitu karena merek tersebut adalah benda yang tidak berwujud namun dibuktikan dengan adanya sertifikat merek “X”; merek “X” memiliki nilai pokok yang telah tercatat pada laporan keuangan merek tersebut; merek “X” juga bisa dijual atau dibeli (Mulyani 2014)”. 
Jaminan fidusia adalah jaminan yang memiliki sifat kebendaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF yaitu bahwa:


“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 


Jaminan fidusia adalah lembaga hak jaminan yang bersifat kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Usman 2009). 

“Hubungan hukum antara pihak bank selaku pemegang jaminan dengan debitur selaku pemberi jaminan adalah hubungan perjanjian yang dimana terdapat hak pihak bank untuk meminta debitur menyerahkan suatu barang tersebut sebagai jaminan atas kredit yang telah diberikan bank (Zaini 2007)”. 

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Pasal 4 UUJF bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. 


Jaminan Fidusia adalah perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan yang lahir setelah adanya perjanjian utama, jaminan fidusia digunakan sebagai syarat untuk pemenuhan perjanjian utama yaitu perjanjian kredit. Penjaminan fidusia dapat dilakukan dengan syarat setelah adanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia terlebih dahulu. Ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 11 UUJF yaitu bahwa ”Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) UUJF yaitu “Pendaftaran Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia”. 


Namun hingga saat ini, HKI masih belum tercantum sebagai jaminan sebagaimana Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur tentang agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset yang selanjutnya disebut dengan PPA yaitu bahwa: 



“Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut: 
a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai; 
b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan; 
c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; 
e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau 
f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang”.

Pengertian merek dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut dengan UU MIG bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”. 

Setelah pendaftaran merek, maka akan lahir Hak Atas Merek bagi pemiliknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 UU MIG bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau mernberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan menurut Pasal 41 Ayat (1) UU MIG yaitu bahwa:

“Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan;
b. wasiat;
c. wakaf;
d. hibah;
e. perjanjian; atau
f. sebab lain yang dibenarkan oleh peratuan perundang-undangan”.

Peraturan tersebut menjadi dasar bahwa pada UU MIG telah diatur bahwa pengalihan hak atas merek dapat dilakukan berdasarkan perjanjian. Namun meskipun hak atas merek dapat dialihkan, dalam UU MIG tidak ditemukan dasar hukum terkait penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan. Hak atas merek mempunyai ciri kebendaan pada jaminan kebendaan (Yudistira 2017). “Hak atas merek dapat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud karena hak atas merek merupakan hak yang bernilai dan dapat diperhitungkan dalam perdagangan secara global, beberapa hal ini mendasari bahwa hak atas merek memiliki kemungkinan untuk menjadi objek jaminan (Mulyani 2014)”. 
Hak atas merek yang akan digunakan sebagai jaminan tersebut terlebih dahulu harus mempunyai bukti kepemilikan yang didapatkan dari pendaftaran merek. Hak atas merek mungkin saja digunakan sebagai objek jaminan asalkan hak atas merek memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan (Jened 2015). Pasal 13 Ayat (2) UUJF mengatur mengenai permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang salah satunya harus memuat tentang nilai benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia yaitu bahwa:

“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. tanggal,nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia; 

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.
Salah satu kasus yang dapat menjadi dasar hak atas merek memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan yaitu pada kasus kepailitan PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) karena tidak terbayarnya utang pada Bank ICBC. Namun ternyata merek terkenal Sariwangi telah dibeli oleh PT. Unilever Tbk Indonesia (UNVR) pada tahun 1989 sehingga hak atas merek Sariwangi telah beralih pada Unilever (Sukandar 2018). Sedangkan, pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut dengan UUHC telah diatur mengenai hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat menjadi objek jaminan fidusia. 
Pada Pasal 16 Ayat (1) UUHC bahwa “Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud”. Pasal 16 Ayat (3) UUHC bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Dapat disimpulkan bahwa belum terdapat dasar hukum terkait penggolongan hak atas merek sebagai benda dan dasar hukum terkait penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan serta lembaga jaminan apa yang dapat membebani hak atas merek. Maka, terjadi kekosongan norma terkait isu hukum tersebut. Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah antara lain: Apa konsep hukum digunakannya hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia? dan Apa akibat hukum eksekusi hak atas merek oleh kreditur terhadap kepemilikan hak atas merek tersebut oleh debitur?
METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menghasilkan doktrin hukum, prinsip hukum maupun pengaturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum sebagai hasil dari analisis isu hukum yang dihadapi oleh peneliti (Marzuki 2005). Penelitian normatif bertujuan menghasilkan argumentasi teori maupun konsep baru dengan cara melakukan analisis dari beberapa aturan pada perundang-undangan sebagai objek dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa konsep hukum atas penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan pada lembaga jaminan fidusia serta akibat hukum eksekusi hak atas merek oleh kreditur terhadap kepemilikan hak atas merek tersebut oleh debitur.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (statute aprroach), adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pemahaman hierarki serta asas-asas dalam suatu peraturan didalam undang-undang yang berlaku setelah ditetapkan lembaga yang berwenang (Marzuki 2005). Setelah itu akan ditelaah dan diuraikan sesuai dengan isu hukum yaitu penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan pada lembaga jaminan fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan memperoleh pembahasan berdasarkan perspektif perundang-undangan.

Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang mengacu pada prinsip hukum serta doktrin hukum berdasarkan pendapat para sarjana sehingga nantinya akan dapat menemukan argumentasi hukum yang sesuai dengan isu hukum (Marzuki 2005). Setelah menelaah doktrin hukum tersebut, diharapkan akan menemukan gagasan yang berisi antara lain pengertian, konsep maupun asas hukum yang selaras dengan isu hukum. Doktrin hukum dari para sarjana ini akan menjadi acuan untuk menyusun argumentasi hukum sebagai pemecahan isu hukum yang ingin dianalisis. Beberapa konsep yang diperlukan untuk penelitian kali ini adalah konsep hukum benda, konsep merek terkenal, konsep nilai pada merek, konsep jaminan tambahan pada lembaga jaminan fidusia. Sehingga dapat memperoleh argumen dari permasalahan apakah hak atas merek memiliki sifat dari hak kebendaan sehingga dimungkinkan untuk menjadi objek jaminan fidusia.

Bahan Hukum pada penelitian ini diantaranya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memuat pengaturan yang berlaku, bersifat mengikat, serta telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang (Marzuki 2005), bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Bank Umum.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari publikasi sebagai petunjuk arah penelitian sesuai dengan isu hukum (Marzuki 2005). Bahan hukum sekunder antara lain adalah buku-buku hukum, skripsi, jurnal maupun penelitian yang tedahulu, artikel-artikel yang membahas mengenai konsep hak kebendaan dalam hukum perdata serta konsep hukum jaminan fidusia sebagai panduan berpikir untuk menyusun argumen dan memberikan pendapat hukum sesuai dengan isu hukum yaitu penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan pada lembaga fidusia.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum lalu mengklasifikasikan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sesuai dengan isu hukum (Marzuki 2005). Teknik pengumpulan bahan hukum harus sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pada pendekatan perundang-undangan, peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum penelitian, sedangkan dengan pendekatan konseptual, peneliti akan menelaah buku hukum yang didalamnya berisi konsep-konsep hukum (Marzuki 2005). Kemudian akan dilakukan pemilihan pada bahan hukum, lalu melakukan klasifikasi berdasarkan golongan bahan hukum untuk secara terstruktur dan sistematis yang artinya ditemukan adanya keterkaitan antara bahan hukum yang satu dan lainnya (Fajar 2009).
 Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengolahan serta menganalisis bahan hukum secara sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis sesuai interpretasi hukum. Selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan cara mengaitkan antara teori, asas, maupun kaidah hukum dengan cara menguraikan kalimat yang berisi data secara logis, teratur serta efektif sehingga akan mempermudah proses interpretasi dan memahami hasil analisis yang selanjutnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang dapat dan mungkin untuk diterapkan agar diperoleh jawaban dari rumusan masalah dan selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan (Marzuki 2005). 
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Fidusia

a) Hak Atas Merek Sebagai Benda
Hak atas merek adalah hak bagi pemilik merek terkait penggunaan suatu merek tersebut untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UU MIG bahwa: 

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. 

Hak atas merek merupakan sebuah hak, maka dapat diidentifikasikan sebagai sebuah benda. Pengertian benda (zaak) secara yuridis menurut Pasal 499 KUHPerdata, bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”, oleh karena itu yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang.  
Menurut KUHPerdata, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “benda yang berwujud” yang ditangkap dengan panca indera, akan tetapi juga “benda yang tidak berwujud”, yakni hak-hak atas barang yang berwujud (Tutik 2006).
 Pembedaan kebendaan berwujud atau tidak berwujud diatur dalam Pasal 503 KUHPerdata bahwa “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh”. Barang (goed) atau benda yang berwujud adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indra manusia, sedangkan yang dimaksud dengan hak (recht) atau benda yang tidak berwujud menunjuk benda yang tidak memiliki wujud (Hasbullah 2002).

Pembedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud juga dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon (common law system), seperti di Inggris maupun Amerika Serikat selain dikenal istilah movables dan immovables property juga dikenal tangible dan intangible property (intangibles movables). Intangibles movables jelas merupakan bagian dari benda bergerak dalam hukum Inggris dikenal berupa (Usman 2009):

1. debts and other choses in action;

2. commercial papers, seperti:

a. negotiable instrument;
b. documents of title;

3. contract as assets;

4. industrial and intellectual property;

5. goodwill;

6. stocks and shares.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (Saidin 2015). Objek hukum pengaturan hak milik intelektual itu karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam ruang lingkup hak milik intelektual itu, yakni segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir manusia (Usman 2009). 
“World Intellectual Property Organization (WIPO) mengklasifikasikan masing-masing jenis hak milik intelektual dalam dua kelompok besar (Usman 2009), yaitu:

a. hak cipta (copyright);

b. hak milik perindustrian (industrial property right), yang terdiri atas:

1. paten (patent);

2. paten sederhana (utility model);

3. desain produk industry (industrial design);

4. merek dagang (trademark);

5. jasa dagang (service marks);

6. nama dagang (trade name or commercial name);

7. sumber tanda asal (indication of source);

8. sebutan asal (appellation of origin);

9. persaingan tidak sehat (repression of unfair competition)”.

Kebendaan juga dapat dilihat berdasarkan sifatnya bergerak atau tidak bergerak. Pasal 504 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”. 
Selanjutnya mengenai pengertian benda bergerak menurut Pasal 505 KUHPerdata bahwa “Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak”. Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan Undang-Undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak.

Hasil intelektual manusia yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen. Kemudian dilindungi sebagai hak atas merek (Saidin 2015). Pasal 1 angka 1 UU MIG menjelaskan pengertian merek bahwa:

     “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. 

Setelah dilakukan pendaftaran merek, lahirlah hak atas merek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 UU MIG bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Pasal 1 angka 5 UU MIG menjelaskan terkait pengertian hak atas merek bahwa: 
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. 
Hak atas merek merupakan sebuah hak untuk menggunakan suatu merek yang terdaftar maka hak atas merek dapat dikategorikan sebagai sebuah benda. Hak atas merek merupakan hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (immateriil) (Saidin 2015). Hak cipta dan hak atas merek, merupakan bagian dari HKI. Pada Pasal 16 Ayat (1) UUHC dinyatakan bahawa "Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud". Atas dasar itu, dengan menggunakan argumentum per analogium, hak atas merek dapat dipersamakan dengan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Penggolongan hak atas merek sebagai benda juga dapat dilakukan berdasarkan sifat dari hak atas merek. Hak atas merek menurut sifatnya adalah benda bergerak dalam arti hak atas merek dapat dipindah atau dialihkan dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti yang diatur pada Pasal 41 Ayat (1) UU MIG bahwa:
“Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: 

a. pewarisan; 

b. wasiat; 

c. wakaf; 

d. hibah; 

e. perjanjian; atau 

f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.” 
Selanjutnya apabila dikaitkan dengan salah satu asas hak kebendaan yaitu asas dapat dipindahkan, bahwa semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak dapat menentukan bahwa hak tersebut dapat dipindahtangankan (Sofwan 1981). UU MIG telah mengatur mengenai pengalihan hak atas merek, maka dapat disimpulkan bahwa hak atas merek adalah benda yang bergerak karena dapat dialihkan dan merupakan benda tidak berwujud karena merupakan sebuah hak. 

b) Hak Kebendaan Pada Hak Atas Merek

Pengertian hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata bahwa:
“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”. 

Penguasaan benda berdasarkan hak milik menjadikan seseorang memiliki hak mutlak untuk menikmati benda tersebut. Hal ini bermakna pemilik hak milik memiliki kedaulatan penuh atas benda tersebut dan juga memiliki hak untuk mempertahankan hak yang dimilikinya dari orang lain. Apabila benda yang dikuasai hak milik tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin pemilik hak, maka pemilik hak dapat menuntut pengembalian benda tersebut. Prinsip dalam Pasal 570 KUHPerdata tersebut merupakan dasar perlindungan HKI. Karya intelektual dihasilkan oleh manusia, maka dapat diakui sebagai kekayaan, berarti ada konsep kebendaan dan kepemilikan didalamnya (Wauran-Wicaksono 2015). “Sejalan dengan definisi the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (perjanjian TRIPs) yang menerangkan bahwa HKI adalah hak yang dimiliki oleh kreator untuk mencegah pihak lain menggunakan invensi, desain, atau kreasi yang lain. Selain itu. HKI juga dikaitkan dengan hak yang secara hukum dikaitkan dengan upaya kreatif, reputasi yang memiliki nilai ekonomis dan goodwill (Bainbridge 1999)”. 
Hasil intelektual manusia yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen. Kemudian dilindungi sebagai hak atas merek (Saidin 2015). Hal ini diperkuat dengan peraturan dalam UU MIG menyatakan bahwa pemilik hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 
Izin yang diberikan pemilik merek kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar adalah lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU MIG bahwa “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar”. Terdapat ketentuan pidana mengenai penggunaan merek tanpa hak tercantum dalam Pasal 100 UU MIG Ayat (1) dan (2) bahwa: 
“(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sarna pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

     (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak rnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Maka, dapat dikatakan bahwa hak atas merek dalam hukum Indonesia secara tegas diatur sebagai benda yang di atasnya melekat hak kebendaan sehingga dapat dikuasai oleh hak milik. 

c) Nilai Hak Atas Merek Pada Konsep Hukum Kekayaan

Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi diciptakan seseorang dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomis yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomis yang melekat manumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dikatakan sebagai aset perusahaan (Usman 2009). Pemberian title ‘hak’ pada HKI tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi, maka komersialisasi HKI selalu berhubungan dengan perlindungan HKI (Sardjono 2006).

Terdapat hak eksklusif yang menjadi hak pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi dalam HKI. Hak moral yaitu hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta seperti perlindungan atas reputasi pencipta. Pemilikan atas HKI dapat dipindahkan ke pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya (Djumhana 1997). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi yang dapat berupa royalti ataupun uang. HKI mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka kekayaan intelektual ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan yang termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud (intangible asset). Suatu perusahaan dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari HKI yang dimilikinya berdasarkan perjanjian lisensi (Sutedi 2008). 
“Dalam Konsepsi Hak Kekayaan Intelektual terdapat unsur-unsur yang ada dalam istilah Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Durrachman 2009);
a. Unsur Hak, yaitu hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya eklusif. Eklusif artinya hasil karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah ada, mempunyai nilai ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan asset. 

b. Unsur Kekayaan, menurut Paul Scholten dalam Zaankenrecht, yaitu sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uang, dapat dimiliki dengan hak yang absolut dan dapat dialihkan secara komersial. 

c. Unsur Intelektual, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, atau yang mempunyai kecerdasan tinggi”.

Merek merupakan salah satu bentuk karya intelektual yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang penting bagi produsen maupun konsumen (Mahmudah 2016). Penggunaan merek merupakan kunci dari suksesnya suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenangkan persaingan usaha di pasar yang menjadi target dimana produk tersebut didistribusikan. Selain itu, fungsi dari merek sendiri selain dari suatu aspek dari hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis juga merupakan suatu simbol atau tanda yang menjadikan penanda dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha ataupun perusahaan sehingga dapat dikenali oleh masyarakat selaku konsumen atas produk tersebut (Sukro 2018).

Hak atas merek dapat digunakan pada salah satu unsur dalam perjanjian waralaba. Pengaturan mengenai kriteria waralaba terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang selanjutnya disebut PP Waralaba bahwa:
“Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. memiliki ciri khas usaha; 

b. terbukti sudah memberikan keuntungan; 

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; 

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan; 

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan 

f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.”

Pada penjelasan Pasal 3 huruf f PP Waralaba mengenai HKI yang telah terdaftar bahwa “Yang dimaksud dengan “Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar” adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang”. Hal ini dapat dimaknai bahwa merek yang telah didaftarkan dan mempunyai sertifikat hak atas merek dapat digunakan sebagai salah satu kriteria waralaba.  Dengan menggunakan nama perniagaan, merek, serta sistem eksploitasi yang sama, maka usaha yang dimiliki penerima waralaba mendapatkan citra serta nama baik pemberi waralaba yang telah tertanam secara kokoh di masyarakat. 
Oleh karena itu, penerima waralaba tidak perlu membangun sendiri citra serta nama baik yang sangat dibutuhkan dalam persaingan pangsa pasar (Setiawan 1991). Penerima waralaba adalah pihak yang memperoleh hak (izin) untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis dengan pemberian imbalan berupa uang jaminan awal (fee) kepada pemberi waralaba dan royalti (imbalan “bagi hasil” terus menerus) serta kesepakatan kedua pihak melakukan kerjasama saling menguntungkan yang dituangkan dalam perjanjian yang disebut Perjanjian Waralaba.
Teori Nilai Pelanggan menyatakan bahwa nilai pelanggan merujuk pada perbandingan antara manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat tersebut (Keller 2009). Penilaian tersebut terdiri dari komponen-komponen yang terdiri dari nilai dari produk, nilai pelayanan kemudian harga dan citra yang dibentuk. Kemudian, citra dari suatu merek tentunya mempunyai pengaruh terhadap nilai pelanggan kepada suatu produk, karena kualitas produk dan kualitas pelayanannya adalah hal yang dilihat dari citra merek itu sendiri.
“Citra Merek yang baik dimata konsumen akan menyebabkan konsumen lebih memilih suatu merek dibandingkan dengan merek yang lain, dan para konsumen juga akan mempunyai kerelaan untuk membayar lebih tinggi kepada suatu merek tertentu karena citra mereknya yang baik, sehingga terdapat kesadaran merek pada saat konsumen ingin membeli suatu produk (Winarto 2011)”. 
Dari citra merek yang baik akan meningkatkan nilai ekuitas merek. Nilai ekuitas merek dapat memberikan nilai dalam memperkuat pemahaman akan proses informasi, menaikan kepercayaan diri dalam pembelian dan meningkatkan kepuasan bagi konsumen. Sedangkan, untuk perusahaan, ekuitas merek memberikan nilai dalam meningkatkan keberhasilan program pemasaran dalam menarik konsumen baru dan merangkul konsumen lama dalam membangun loyalitasnya untuk terus membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan. 
Teori Nilai Pelanggan ini menunjukan bahwa penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada suatu merek dan bahkan jika konsumen memiliki kesadaraan akan suatu merek dengan baik. Dengan adanya teori nilai pelanggan membuktikan bahwa hak atas merek yang memiliki citra merek yang baik akan memberikan manfaat bagi pemiliknya dan mempunyai nilai ekonomis. Pengalihan hak atas merek yang dilakukan berdasarkan perjanjian pada salah satu merek terkenal di Indonesia yaitu Sariwangi. Pengalihan hak atas merek Sariwangi yang dilakukan oleh PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) melalui perjanjian jual beli. Pada tahun 2018 PT Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dinyatakan pailit. Namun produksi teh Sariwangi tetap berjalan karena Unilever telah membeli merek Sariwangi tersebut sejak 1989 (Praditya 2018). Maka kepemilikan hak atas merek Sariwangi telah beralih pada Unilever. 
“Suatu merek yang terkenal mempunyai reputasi dan memiliki pemasaran yang tinggi. Merek ini menjadi pilihan setiap konsumen di mana saja. Presentase penjualannya tinggi di setiap pelosok dunia dan menjadi aset kekayaan yang bernilai yang dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi pemiliknya (Harahap 1996)”.
Berdasarkan beberapa alasan sebelumnya, bahwa hak atas merek merupakan sebuah benda bergerak yang tidak berwujud, merupakan hak milik atas sebuah karya intelektual yaitu merek, serta dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara perjanjian waralaba dan perjanjian jual beli maka terdapat nilai pada hak atas merek dapat dikategorikan sebagai kekayaan karena hak atas merek dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan serta dialihkan.

d) Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Fidusia

Kegiatan pengembangan usaha pastilah membutuhkan sarana yang mutlak yaitu dana yang besar. Dana tersebut dapat diperoleh melalui pengajuan fasilitas kredit dari jasa keuangan bank. Oleh karena itu, para pihak baik bank selaku kreditur dan debitur, serta pihak lainnya yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan seimbang melalui lembaga jaminan yang kuat dan memberikan kepastian hukum (Usman 2009). 
Jaminan dibutuhkan kreditur untuk menjamin kepastian hukum serta menjadi bukti atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit yang sebelumnya telah diberikan oleh bank selama jangka waktu yang disepakati. Pengaturan mengenai jaminan yang diperlukan oleh bank dalam pemberian kredit terdapat dalam dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan bahwa: 
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit secara lebih lanjut memberikan arti jaminan yaitu bahwa “Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. 
“Konsep hukum jaminan yaitu seluruh peraturan hukum tentang keterkaitan antara pemberi jaminan serta penerima jaminan dan terkait pembebanan jaminan sebagai syarat pemberian fasilitas kredit. Konsep hukum jaminan adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya serta perlunya objek jaminan sebagai perjanjian ikutan yang lahir setelah adanya perjanjian kredit tersebut (HS 2004)”.
Dalam pemberian kredit, tentunya bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan. Agar mendapatkan keyakinan tersebut, bank dapat melakukan pengamatan kepada debitur sebelum perjanjian disepakati oleh para pihak yaitu dengan cara analisis 5C dan 7P. 
“Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C (Kasmir 2000), yaitu:

1. Character, yaitu sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak orang yang diberikan kredit dapat dipercaya.
2. Capacity, artinya untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan mencari laba (keuntungan).
3. Capital, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus dapat pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain capital disini untuk mengetahui sumber-sumber pembayaran yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. Collateral, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik, baik jaminan milik pribadi atau jaminan milik pihak ketiga/pihak lain yang fungsi jaminan tersebut adalah sebagai pelindung dari resiko kerugian.
5. Condition of economy, maksudnya dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing”.
“Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisis 7P (Kasmir 2000), yaitu sebagai berikut:

1.  Personality, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masalalu.
2. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. Purpose, mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan termasuk jenis kredit yang diinginkan calon nasabah.
4. Prospect, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau merugikan.
5.  Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil, atau darimana saja sumber dana dalam pengembalian kredit.
6. Profitability, untuk menganalisa bagaimana cara nasabah dalam mencari laba;

7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan namun melalui suatu perlindungan. Yang mana perlindungan tersebut dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi”.

Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan atas Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan, proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihan debitur; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan (Usman 2001). Sedangkan, menurut UU Perbankan Pasal 1 angka 23 yang menyebutkan mengenai jaminan tambahan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.
“Demi rasa aman dan terjamin akan pelunasan utang debitur, kreditur menggunakan jaminan kebendaan karena hak kebendaan memiliki ciri-ciri yaitu (Sofwan 1981):
a. Memiliki droit de suite, yaitu hak tersebut akan terus mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapapun juga benda itu berada;
b. Pada hak kebendaan terdapat sistem yang lebih dahulu maka tingkatnya akan lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian (asas prioritas);
c. Memiliki droit de preference, yaitu kreditur pemegang hak kebendaan berkedudukan sebagai kreditur preferen yaitu dalam hal pelunasan harus lebih didahulukan pembayarannya daripada kreditur lainnya sebagaimana Pasal 1133 KUHPerdata;
d. Adanya gugat kebendaan, yaitu pada hak kebendaan orang memiliki macam-macam tindakan yang dapat dilakukan apabila terdapat gangguan terhadap haknya misalnya gugatan untuk menghilangkan gangguan atas haknya, penuntutan kembali, gugatan untuk memulihkan keadaan semula, gugatan penggantian kerugian”.
“Sedangkan menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang dapat memenuhi beberapa syarat berikut yakni (Subekti 2003):

a. Secara mudah dapat membantu pihak debitur dalam memperoleh kredit;

b. Tidak melemahkan potensi pencari kredit dalam melakukan usahanya;

c. Memberikan kepastian kepada kreditur bahwa benda yang dijadikan sebagai objek jaminan tersebut setiap saat tersedia untuk dilakukan eksekusi dan dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang debitur”.

Benda jaminan haruslah mempunyai syarat yuridis dan syarat ekonomis. 

“Menurut (Hariyani 2010), syarat yuridis yakni sebagai berikut:

a. Benda jaminan tersebut merupakan milik debitur sendiri;

b. Benda jaminan berada dalam penguasaan debitur;

c. Tidak sedang dalam persengketaan dengan pihak ketiga;

d. Memiliki tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama debitur dan masih berlaku;

e. Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan bank secara gadai, hipotek, fidusia, kuasa menjual, dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku; dan

f. Benda jaminan yang bersangkutan bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lainnya.
Sedangkan, secara ekonomis, syarat benda yang menjadi objek jaminan haruslah (Subekti 2003):

a. Memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat diperjual-belikan secara umum dan secara bebas;

b. Mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;

c. Nilai benda yang dijaminkan lebih besar daripada jumlah kredit;

d. Nilai benda jaminan harus konstan dan akan lebih baik jika nilai barang jaminan dapat meningkat di kemudian hari;

e. Benda jaminan memiliki manfaat ekonomis selama jangka waktu pemberian kredit”.

“Hasanuddin Rahman berpendapat, dalam rangka mendukung kelancaran proses analisis dalam pemberian kredit oleh bank, jaminan kredit haruslah secured dan marketable (Rahman 1998): Secured, artinya jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila di kemudian hari debitur cidera janji, maka kreditur memiliki alat bukti untuk dalam melakukan sebuah Tindakan hukum; Marketable, yaitu jika jaminan yang bersangkutan perlu dan harus dilakukan eksekusi, maka jaminan kredit yang bersangkutan harus dapat dengan mudah diuangkan atau dijual sebagai pelunasan utang debitur”.

Jaminan tambahan dalam UU Perbankan merupakan pengertian dari agunan tambahan. Agunan sebagai jaminan dibagi menjadi dua pada penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan yaitu agunan pokok adalah agunan yang berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit dan agunan tambahan yaitu agunan yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai kredit. Secara a contrario, apabila terdapat jaminan tambahan bank dalam memberikan suatu fasilitas kredit, pasti juga terdapat jaminan pokok (Z. 2012). “Djumhaendah Hasan berpendapat bahwa jaminan pokok dalam pemberian kredit ialah jaminan yang berupa proyek atau prospek usaha debitur yang dibiayai dengan kredit yang dimohon atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. 
“Sedangkan, jaminan tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya benda milik debitur maupun jaminan perorangan yang berupa kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur (Hasan 2011)“.

“Menurut Sutan Remy S. dalam dunia perbankan konvensional terdapat dua sumber pelunasan bagi kredit bank, pertama adalah first way out yaitu pendapatan bisnis nasabah yang dibiayai dengan kredit bank tersebut. Sedangkan second way out adalah sumber pelunasan yang berasal dari agunan atau penjaminan. Bank mengandalkan pelunasan dari hasil penjualan agunan kredit atau dari hasil eksekusi jaminan yang diberikan oleh penjamin, baik berupa personal guarantee ataupun corporate guarantee apabila ternyata usaha debitur tidak dapat melunasi kredit yang telah diberikan bank (Sjahdeini 1999)”.
Maka dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang debitur yang utama adalah berasal dari pendapatan debitur itu sendiri, dalam hal ini kemampuan debitur dalam mengambalikan utang yang dimilikinya, yang merupakan pengurangan dari pendapatan yang didapat. Sedangkan cara kedua dalam pelunasan utang debitur, adalah didapat dari objek atau aset yang diserahkan kepada debitur sebagai objek jaminan. Pengertian jaminan fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yaitu bahwa:
“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UUJF, maka unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu: 
a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan; 
b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya; 
c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia; 
d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan; 
e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu; 
f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pasal 1 angka 2 UUJF yang menjelaskan mengenai pengertian jaminan fidusia tersirat suatu asas yaitu Asas Spesialitas atas Fixed Loan yang mempunyai makna bahwa objek jaminan fidusia merupakan jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF bahwa:
“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 
b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang 
membuat akta Jaminan Fidusia; 
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 
d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia; 
e. nilai penjaminan; dan 
f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.
“Jadi, benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia antara lain yaitu: 

a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
b. Dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
c. Benda bergerak;
d. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek;
e. Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian;
f. Benda yang bernilai ekonomi (Fuady 2003)”.

Mengacu sistem terbuka, pada Buku III KUHPerdata, para pihak dalam membuat perikatan memiliki kebebasan atas apa yang akan diperjanjikan. Namun, kebebasan tersebut dibatasi, bahwa perikatan yang dibentuk tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. perjanjian sebagai salah satu dasar lahirnya perikatan, dapat dibuat dan disepakati oleh para pihak mengenai apa yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia pada contoh kasus, didasarkan adanya suatu kesepakatan para pihak, dalam hal ini BNI dan debitur untuk menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan. Sebagaimana diketahui, penempatan merek sebagai objek jaminan fidusia belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya. Sehingga, apa yang dilakukan oleh BNI dan debitur belum ada payung hukumnya.

Berdasarkan kesepakatan para pihak, penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan karena dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Asas ini menempatkan para pihak untuk memiliki kebebasan membuat perjanjian dengan pembatasan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan perundangan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana pada Pasal 1320 Ayat (4) KUHPerdata. Hak atas merek, merupakan benda bergerak tidak berwujud. sehingga, hak atas merek sebagai benda dapat ditempatkan sebagai objek tertentu seperti yang dimaksud oleh Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdata, dengan syarat hak atas merek telah memiliki atau mendapatkan sertifikat hak atas merek sebagai wujud diberikan perlindungannya pada pemilik atau pemegang hak atas merek. 

Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku juga asas pacta sunt servanda yang didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia merupakan perjanjian ikutan, dimana perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang. Sehingga, perjanjian ikutan akan berakhir jika perjanjian pokok sudah selesai. Apabila perjanjian pokok muncul masalah, seperti debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka perjanjian ikutan akan digunakan sebagai dasar dalam eksekusi jaminan sebagai pemenuhan atas hak yang seharusnya didapatkan kreditur.

Hak atas merek merupakan sebuah hak untuk menggunakan suatu merek yang terdaftar maka hak atas merek dapat dikategorikan sebagai sebuah benda. HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (Saidin 2015). Maka, hak atas merek yang merupakan bagian dari HKI yang juga merupakan benda yang tidak berwujud. Hak atas merek merupakan benda yang bergerak karena dapat dialihkan dan merupakan benda tidak berwujud karena merupakan sebuah hak kepemilikan atas suatu merek. Mengacu pada analisis sebelumnya mengenai nilai ekonomi hak atas merek, bahwa hak atas merek adalah benda yang memiliki nilai ekonomi yang mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.
Suatu nilai ekonomi yang terdapat dalam hak atas merek tersebut menjadikan hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Pencantuman nilai benda yang akan menjadi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF huruf e bahwa:
“Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat: 
e. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

Penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dapat mengacu pada pengaturan mengenai salah satu HKI yang menurut undang-undang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yaitu Hak Cipta. Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak cipta dan hak atas merek keduanya merupakan bagian dari HKI, maka dapat dianalogikan hak atas merek juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meskipun UU MIG tidak mengatur tentang hal tersebut.  
Maka, dalam hal ini hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena sifat dari hak atas merek sejalan dengan syarat objek jaminan fidusia yang diatur UUJF, berdasarkan beberapa analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
a. Hak atas merek merupakan benda bergerak dan tidak berwujud;
b. Hak atas merek merupakan hak kebendaan yaitu hak milik atas sebuah merek terdaftar;
c. Hak atas merek merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
Setelah hak atas merek memenuhi syarat agar dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia, maka dapat dilakukan pengikatan sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan UUJF. pembebanan benda dengan jaminan fidusia dengan akta notaris diatur dalam Pasal 5 dan 6 UUJF. Tujuan pendaftaran fidusia adalah, memberi kepastian terhadap kreditur lain mengenai informasi terkait benda-benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas. Kewajiban atas pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 UUJF yang menyatakan bahwa: 
“(1) 
Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

     (2) 
Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku”.

Sebagai bentuk perwujudan dari asas publisitas, hak atas merek yang akan dibebani dengan lembaga jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur Pasal 12 UUJF. Akta jaminan setidaknya memuat beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (2) UUJF. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan diserahkan kepada kreditur sebagai penerima fidusia sesuai dengan Pasal 14 UUJF.
Akibat Hukum Eksekusi Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Fidusia

a) Eksekusi Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Fidusia
Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila debitur selaku pemberi jaminan melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu membayar utang pada kreditur. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, pertama karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kedua karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur) (Meliala 2015). 
Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 
Dapat dimaknai bahwa apabila telah dilakukan somasi terhadap debitur, tetap saja tidak memenuhi kewajibannya harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. 
UUJF tidak memakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (3) UUJF bahwa “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF. Dimana eksekusi memiliki makna melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain secara paksa (Bachar 2000). Salah satu cara eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana amanah Pasal 15 UUJF.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga ketika debitur cidera janji, kreditur langsung dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia. Pasal 29 Ayat (1) UUJF mengatur mengenai cara eksekusi objek jaminan fidusia yaitu bahwa:
“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: 

a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. 

Pertama, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menurut Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUJF yaitu berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, maka prosedur pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses pengadilan. 
“J. Satrio menjelaskan bahwa berdasarkan titel eksekutorial tersebutlah maka kreditor (penerima fidusia) dapat secara langsng melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, disamping itu UUJF juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia melalui lembaga parate eksekusi (Satrio 2005)”. 
Kedua, berdasarkan penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJF bahwa “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. 
“Berarti eksekusi terhadap jaminan fidusia dilakukan tanpa bantuan juru sita atau Ketua Pengadilan Negeri, namun dapat dilakukan langsung melalui bantuan Kantor Lelang dan menjual secara lelang benda objek jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan piutang yang diperoleh dari hasil penjualan objek jaminan fidusia (Satrio 2005)”. 
Ketiga, pelaksanaan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Pelaksanaan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c dan Pasal 29 Ayat (2) UUJF. Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUJF bahwa “penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”. Selanjutnya dalam Pasal 29 Ayat (2) UUJF diatur bahwa:
”Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan Putusan Perkara uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian menyatakan beberapa frasa beserta penjelasannya pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) UUJF bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, frasa “kekuatan eksekutorial” sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UUJF (Prasetya 2020). Dalam amar putusannya yang kedua menyatakan bahwa:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwasannya pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) terkait penyamaan sertifikat fidusia dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi dari putusan tersebut adalah terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah eksekusi serta merta dapat dilakukan. 
“Jika kedua hal tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini kreditur dan debitur (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) maka eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Febriyanti 2020)”.

Mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR bahwa: 

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Ketentuan Pasal 196 HIR tersebut sangat jelas bahwa penerima fidusia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (Febriyanti 2020). Kreditur melakukan pengajuan permohonan pada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pemberi fidusia atau debitur dan memerintah agar pemberi fidusia segera melunasi utangnya sebagaimana mestinya. Namun apabila waktu yang telah ditentukan Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah lampau dan pemberi fidusia tidak juga memenuhi kewajibannya, berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) dan (2) HIR bahwa: 

 “(1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu. 

 (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri”.

Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah pada juru sita untuk melakukan sita atas benda objek jaminan fidusia. Eksekusi dilakukan melalui penjualan benda jaminan di muka umum secara lelang atau cara lainnya yang dianggap baik oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 200 HIR (J.Satrio 2002). Jadi, eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan dengan eksekusi putusan pengadilan sesuai Pasal 196 dan Pasal 197 HIR pada saat debitur tidak dengan sukarela menyerahkan objek fidusia untuk dilakukan eksekusi, namun eksekusi secara langsung menurut Pasal 29 UUJF tidak dilarang oleh putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, hanya saja debitur harus dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi. Untuk itu sangat penting bagi kreditur dan debitur menyepakati dan saling memahami mengenai wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian pokok dan perjanjian tambahan yakni perjanjian utang piutang dan akta pembebanan jaminan fidusia.

b) Akibat Hukum Eksekusi Hak Atas Merek

Setelah hak atas merek didaftarkan untuk menjadi objek jaminan fidusia atas pemberian kredit bank, maka debitur pemberi fidusia berkewajiban untuk melunasi utangnya tersebut. Namun, apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, akan dilakukan eksekusi hak atas merek sesuai dengan ketentuan UUJF dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. 
“Menurut Titik Triwulan Tutik, terdapat 3 (tiga) kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia (Tutik 2008) yaitu: 
a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas;
b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran”.
Ketentuan dalam Pasal 34 UUJF menyatakan bahwa:
“(1). Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. 

(2).  Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”.

Sehubungan dengan Pasal 34 UUJF, sisa hasil penjualan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap menjadi hak debitur pemberi fidusia (Usman 2009). 
“Sebaliknya jika hasil penjualan eksekusi benda jaminan fidusia ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan utang, dalam arti utang debitur lebih besar dari hasil yang didapatkan dari penjualan benda jaminan fidusia, maka debitur tetap mempunyai kewajiban untuk sisa utang yang belum terbayar lunas tersebut (Harahap 2006)”. 
Jadi, apabila hasil penjualan atas hak atas merek melebihi jumlah utang debitur pemberi fidusia, maka kelebihannya itu wajib dikembalikan oleh kreditur penerima fidusia kepada debitur pemberi fidusia. Namun, jika ternyata hasil penjualan hak atas merek tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur, maka debitur tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa utangnya.
 Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUHPerdata bahwa ”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUHPerdata bahwa:
”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
Dari beberapa ketentuan dan konsep mengenai eksekusi jaminan fidusia, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peristiwa hukum jual beli hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia. Prosedur eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pelelangan umum sebagaimana dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF, namun jika pemberi objek jaminan fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek untuk dieksekusi, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan dilakukan lelang sebagaimana Pasal 200 Ayat (1) HIR bahwa: 
“Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang atau, menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu”. 

Setelah dilakukan lelang eksekusi objek jaminan fidusia pada pelelangan umum, maka akan dituangkan dalam risalah lelang sebagai bukti telah terjadi jual beli barang lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna”.
“Pelaksanaan lelang terdapat unsur-unsur yang sejalan dengan definisi jual beli tersebut yakni adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. Lelang adalah jual beli dalam bentuk khusus (Sibarani 2006)”. Lelang sebagai suatu perjanjian jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik kebendaan yang dijual, serta  ketentuan  jual  beli  sebagaimana  diatur  dalam KUHPerdata juga berlaku dalam lelang (Sianturi 2013). Pengertian jual beli dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPerdata yaitu bahwa “jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dengan demikian dalam pelaksanaan eksekusi lelang berlaku syarat-syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dari kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, cakap dalam membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu serta didasari oleh sebab yang halal.
Jual beli menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, dengan demikian adalah sah menurut hukum (Soeikromo 2013). Setiap perbuatan hukum perdata yang bermaksud untuk mengalihkan hak milik, harus taat pada ketentuan Pasal 584 KUHPerdata (Soeikromo 2013). Sebelum terjadi penyerahan kebendaan, yang dilakukan sebagai bentuk pemindahan hak milik, harus terdapat peristiwa perdata pengalihan hak milik yang berupa perjanjian misalnya jual beli, tukar menukar, maupun hibah. Pasal 1428 KUHPerdata mengamanatkan bahwa penyerahan suatu barang dari peristiwa jual beli wajib diserahkan barang beserta segala perlengkapannya termasuk surat bukti hak milik jika ada. 

Ketentuan pengalihan hak atas merek juga telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) UU MIG bahwa hak atas merek dapat dialihkan karena perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian jual beli. Maka , penyerahan hak atas merek meliputi penyerahan sertifikatnya dengan didahului oleh kesepakatan penjual dan pembeli, serta pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Oleh karena itu, eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia berakibat hukum pengalihan kepemilikan hak atas merek dari debitur pemberi fidusia menjadi beralih kepada pembeli hak atas merek tersebut.
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan analisis pada pembahasan, hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia dan dapat dilakukan eksekusi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur. Berikut simpulannya:
1. Hak atas merek merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sebagai sebuah benda bergerak tidak berwujud, hak atas merek memiliki sifat kebendaan yaitu dapat beralih dan dialihkan. Pada ranah Hak Kekayaan Intelektual, hak atas merek merupakan hak yang dimiliki oleh pemilik dan/atau pemegang merek pada dunia industri. Sehingga, merek akan memberikan "nilai" karena digunakan pada produk atau jasa dalam suatu industri. Sulitnya menentukan nilai hak atas merek, akan memberikan kesulitan jika digunakan sebagai jaminan, selain itu belum ada dasar hukum yang menempatkan merek sebagai objek jaminan pada suatu peristiwa utang piutang. Namun, hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia dikarenakan adanya asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, berlaku juga pada perjanjian ikutan dalam hal ini perjanjian jaminan. Setelah adanya kesepakatan para pihak, maka akan berlaku asas pacta sunt servanda yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Selain itu, berdasarkan argumentum per analogiam, hak atas merek dapat dipersamakan dengan hak cipta, sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia.
2. Hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dieksekusi apabila telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia dan apabila debitur cidera janji atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada kreditur. Bila hak atas merek dieksekusi untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur, maka perlu diajukan ke pengadilan.
Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat;
Membuat payung hukum atau legalitas bagi perbankan untuk menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan pada lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan;

Menetapkan peraturan mengenai hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan pada lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.
3. Bagi Perbankan;

Mempertimbangkan tentang pembaruan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Bank Umum mengenai agunan kredit berupa HKI khususnya hak atas merek.

4. Bagi Notaris;

Melakukan perundingan dengan Ikatan Notaris Indonesia selaku pejabat umum pembuat akta autentik tentang pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek hak atas merek.

5. Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat Pada Umumnya;

Melakukan kredit dengan menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia dengan itikad baik sehingga tidak merugikan para pihak baik debitur dan kreditur.
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